
SALnVAN 

BUPATI PACITAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 153 TAHUN 2021 

TENTANG 

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, S E R T A TATA 
K E R J A BADAN KEUANGAN D A E R A H KABUPATEN PACITAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

BUPATI PACITAN, 

bahwa u n t u k melaksanakan ketentuan Pasal 4 ay at (1) 
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kahupaten 
Pacitan sebagaimana telah beberapa ka l i d iubah terakhir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 9 T a h u n 2 0 2 1 , 
kedudukan , susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta 
ta ta kerja Perangkat Daerah d ia tur lebih lan jut dengan 
Peraturan Bupa t i ; 
bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana d imaksud 
pada h u r u f a diatas, maka per lu menetapkan Peraturan 
Bupat i tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan 
Organisasi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah 
Kahupaten Pacitan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa ka l i d iubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 2015 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara T a h u n 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 

2. Undang-Undang Nomor 11 T a h u n 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 
114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) 
sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 72 T a h u n 2019 Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 
114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887); 

Menimbang : a. 

b. 



4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kahupaten 
Pacitan (Lembaran Daerah Kahupaten Pacitan Tahun 2016 
Nomor 4) sebagaimana telah beberapa ka l i d iubah terakhir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 9 T a h u n 2021 (Lembaran 
Daerah Kahupaten Pacitan T a h u n 2021 Nomor 9); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN 
FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, S E R T A TATA K E R J A 
BADAN KEUANGAN D A E R A H KABUPATEN PACITAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupa t i i n i yang d imaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kahupaten Pacitan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kahupaten Pacitan. 
3. Bupa t i adalah Bupa t i Pacitan. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kahupaten Pacitan. 
5. Badan adalah Badan Keuangan Daerah Kahupaten Pacitan. 
6. Un i t Pelaksana Teknis Badan selanjutnya dis ingkat UPT Badan adalah Un i t 

Pelaksana Teknis pada Badan Keuangan Daerah Kahupaten Pacitan. 

BAB I I 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 2 

(1) Badan berada d i bawah dan bertanggung jawab kepada Bupa t i mela lu i 
Sekrataris Daerah. 

(2) Badan d ip imp in oleh Kepala Badan. 

Pasal 3 

Badan mempunya i tugas memban tu Bupa t i melaksanakan fungsi penunjang 
keuangan yang me l iput i fungsi penunjang Pajak Daerah, Pendapatan, Anggaran, 
Akun tans i Dan Perbendaharaan, Pengelolaan Barang Mi l ik Daerah, serta tugas 
pembantuan yang d iber ikan kepada kahupaten. 

Pasal 4 

Badan da lam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalam Pasal 3, 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan kebi jakan teknis , pelaksanaan tugas d u k u n g a n teknis, 

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas d u k u n g a n teknis , serta pembinaan 
teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Pajak Daerah; 



b. penyusunan kebi jakan teknis , pelaksanaan tugas d u k u n g a n teknis, 
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas d u k u n g a n teknis, serta pembinaan 
teknis penyelenggaraan fungsi penunjang pendapatan; 

c. penyusunan kebi jakan teknis, pelaksanaan tugas d u k u n g a n teknis, 
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas d u k u n g a n teknis, serta pembinaan 
teknis penyelenggaraan fungsi penunjang anggaran; 

d. penyusunan kebi jakan teknis, pelaksanaan tugas d u k u n g a n teknis, 
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan 
teknis penyelenggaraan fungsi penunjang akun tans i dan perbendaharaan; 

e. penyusunan kebi jakan teknis , pelaksanaan tugas d u k u n g a n teknis, 
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas d u k u n g a n teknis, serta pembinaan 
teknis penyelenggaraan fungsi penunjang pengelolaan barang m i l i k daerah; dan 

f. pelaksanaan fungsi l a in yang d iber ikan oleh Bupa t i sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 5 

Susunan organisasi Badan terd i r i dar i : 
a. Sekretariat; 
b. Bidang Pajak Daerah; 
c. Bidang Pendapatan; 
d. Bidang Anggaran; 
e. Bidang Akun tans i dan Perbendaharaan; 
f. Bidang Pengelolaan Barang M i l i k Daerah; dan 
g. UPT Badan. 

BAB I I I 
S E K R E T A R I A T 
Bagian Kesatu 

Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 6 

(1) Sekretariat berada d i bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 
(2) Sekretariat d ip imp in oleh Sekretaris. 

Pasal 7 

Sekretariat mempunya i tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, 
pembinaan dan pemberian d u k u n g a n pelayanan admin is t ra t i f kepada se luruh u n i t 
organisasi d i l ingkungan Badan yang me l ipu t i U m u m dan Kepegawaian, Keuangan, 
Program, Evaluasi, dan Pelaporan. 

Pasal 8 

Sekretariat dedam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalam Pasal 7, 
menyelenggarakan fungsi: 
a. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan; 
b. pemberian d u k u n g a n pelayanan adminis t ras i u m u m dan kepegawaian; 
c. pemberian d u k u n g a n pelayanan adminis t ras i keuangan; 



d. pemberian d u k u n g a n pelayanan adminis t ras i program, evaluasi, dan pelaporan; 
dan 

e. pelaksanaan fungsi l a in yang d iber ikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 9 
Sekretariat, t e rd i r i dar i : 
a. Sub Bagian U m u m dan Kepegawaian; 
b. Sub Bagian Keuangan; dan 
c. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. 

Bagian Ketiga 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 10 

(1) Sub Bagian U m u m dan Kepegawaian da lam melaksanakan tugas dan fungsinya 
berada d i bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan. 

(2) Sub Bagian U m u m dan Kepegawaian d ip imp in oleh Kepala Sub Bagian. 

Pasal 11 

(1) Sub Bagian U m u m dan Kepegawaian mempunya i tugas melaksanakan sebagian 
tugas Sekretariat yang terka i t dengan u m u m dan kepegawaian. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. meny iapkan dan melaksanakan penatausahaan perkantoran; 
b. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan r u m a h tangga; 
c. meny iapkan dan melaksanakan penatalaksanaan perlengkapan dan barang 

m i l i k daerah; 
d. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan persuratan dan kearsipan; 
e. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kehumasan dan protokol ; 
f. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kepegawaian; 
g. memfasi l i tasi pembinaan j aba tan fungsional dan evaluasi kiner ja Aparatur 

Sipi l Negara; dan 
h . melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Bagian Keempat 
Sub Bagian Keuangan 

Pasal 12 

(1) Sub Bagian Keuangan berada d i bawah dan bertanggung jawab kepada 
Sekretaris Badan. 

(2) Sub Bagian Keuangan d ip imp in oleh Kepala Sub Bagian. 

Pasal 13 

(1) Sub Bagian Keuangan mempunya i tugas melaksanakan sebagian tugas 
Sekretariat yang terka i t dengan keuangan. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan keuangan, 

me l iput i penyiapan dan pengelolaan admin is t ras i keuangan. 



b. mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan u rusan akuntans i dan 
pelaporan keuangan; 

c. melaksanakan penatausahaan, rekonsi l iasi dan verif ikasi data penerimaan 
PAD dan pendapatan la innya yang sab; 

d. mengelola bahan tanggapan pemeriksaan; dan 
e. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Bagian Ke l ima 
Sub Bagian Program, Eva luas i , dan Pelaporan 

Pasal 14 

(1) Sub Bagian Program, Evaluasi , dan Pelaporan berada d i bawah dan bertanggung 
jawab kepada Sekretaris Badan. 

(2) Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan d ip imp in oleh Kepala Sub Bagian. 

Pasal 15 

(1) Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Sekretariat yang terka i t dengan Program, Evaluasi, dan 
Pelaporan. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. me lakukan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran; 
b. me lakukan pemantauan dan evaluasi berkala; 
c. me lakukan pengelolaan data; 
d. me lakukan penyusunan laporan kinerja; dan 
e. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

BAB IV 
BIDANG PAJAK DAERAH 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 16 

(1) Bidang Pajak Daerah berada d i bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Badan. 

(2) Bidang Pajak Daerah d ip imp in oleh Kepada Bidang. 

Pasal 17 

Bidang Pajak Daerah melaksanakan sebagian tugas Badan yang me l iput i pendataan 
dan pendaftaran, penetapan, serta penagihan pajak daerah. 

Pasal 18 

Bidang Pajak Daerah da lam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalam 
Pasal 17, menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan kebi jakan teknis , pelaksanaan tugas d u k u n g a n teknis, 

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas d u k u n g a n teknis, serta pembinaan 
teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Pendataan dan Pendaftaran; 



b. penyusunan kebi jakan teknis , pelaksanaan tugas d u k u n g a n teknis, 
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas d u k u n g a n teknis, serta pembinaan 
teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Penetapan; 

c. penyusunan kebi jakan teknis , pelaksanaan tugas d u k u n g a n teknis, 
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan 
teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Penagiban; dan 

d. pelaksanaan fungsi la in yang d iber ikan oleb Kepala Badan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 19 

Bidang Pajak Daerab terd i r i dar i : 
a. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran; 
b. Sub Bidang Penetapan; dan 
c. Sub Bidang Penagiban. 

Bagian Ketiga 
Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran 

Pasal 20 

(1) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran berada d i bawab dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bidang. 

(2) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran d ip imp in oleb Kepala Sub Bidang. 

Pasal 21 

(1) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Bidang Pajak Daerab yang terka i t dengan pendataan dan 
pendaftaran. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. meny iapkan baban dan melaksanakan perencanaan program dan kegiatan 

Pendataan dan Pendaftaran; 
b. meny iapkan baban dan melaksanakan penyusunan kebi jakan teknis 

l ingkup Pendataan dan Pendaftaran; 
c. meny iapkan baban dan melaksanakan pelayanan pada Wajib Pajak yang 

mengajukan Pendaftaran, Pendataan, Pembetulan, Pembatalan data Wajib 
Pajak Daerab; 

d. meny iapkan baban dan melaksanakan Pendaftaran serta Pendataan pajak 
daerab; 

e. meny iapkan baban dan melaksanakan pembuatan dan penerbitan Nomor 
Pokok Wajib Pajak Daerab (NPWPD); 

f. meny iapkan dan menetapkan surat keputusan pengukuban wajib pajak 
daerab; 

g. melaksanakan pengelolaan daftar i n d u k Wajib Pajak Daerab; 
b. meny iapkan baban penyusunan dan pendistr ibus ian Sura l Pemberitabuan 

Obyek Pajak (SPOP), Lampiran Surat Pemberitabuan Obyek Pajak (LSPOP) 
Pajak B u m i dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2); 

i . meny iapkan baban dan melaksanakan pengb impunan, pengolaban, 
pencatatan data Pajak Daerab; 

j . meny iapkan baban dan me lakukan pengelolaan peremajaan data dan 
informasi Pajak Daerab; dan 



k. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleb Kepala Bidang sesuai dengan 
tugas pokok dan fungsinya. 

Bagian Keempat 
Sub Bidang Penetapan 

Pasal 22 

(1) Sub Bidang Penetapan berada d i bawab dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Bidang. 

(2) Sub Bidang Penetapan d ip imp in oleb Kepala Sub Bidang. 

Pasal 23 

(1) Sub Bidang Penetapan mempunya i tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang 
Pajak Daerab yang terkai t dengan Penetapan. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. menyiapkan baban dan melaksanakan perencanaan program dan kegiatan 

Subbidang Penetapan; 
b. menyiapkan baban dan melaksanakan penyusunan kebi jakan teknis l ingkup 

Penetapan; 
c. menyiapkan baban dan melaksanakan peni la ian obyek Pajak Daerab; 
d. meny iapkan baban dan melaksanakan penyusunan dan pendistr ibusian 

Daftar H i m p u n a n Ketetapan Pajak (DHKP); 
e. menyiapkan baban dan melaksanakan penyusunan dan pendistr ibusian 

Surat Pemberitabuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak B u m i dan Bangunan 
Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Surat Ketetapan Pajak Daerab kepada 
Wajib Pajak; 

f. melaksanakan verif ikasi dan val idasi dokumen self assessment pajak daerab; 
g. menyiapkan baban dan melaksanakan penyusunan nota perb i tungan Pajak 

Daerab; 
b. menyiapkan baban dan data perb i tungan penetapan pokok Pajak Daerab; 
i . melaksanakan perb i tungan j u m l a b angsuran pembayaran/penyetoran atas 

permobonan Wajib Pajak; 
j . meny iapkan baban, membuat laporan, dan melaksanakan pengelolaan 

perb i tungan dan penetapan Wajib Pajak Daerab; 
k. menyiapkan baban dan melaksanakan penerbitan, pendistr ibus ian, serta 

penyimpanan arsip Surat Ketetapan Pajak Daerab; 
1. meny iapkan baban dan melaksanakan pengecekan lapangan besarnya 

penetapan Pajak Daerab; 
m. meny iapkan baban dan melaksanakan prosedur pelayanan perbi tungan dan 

penetapan Pajak Daerab; 
n . meny iapkan baban dan melaksanakan pembetulan, pembatalan, 

perb i tungan dan penetapan Pajak Daerab; dan 
o. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleb Kepala Bidang sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya. 

Bagian Ke l ima 
Sub Bidang Penagihan 

Pasal 24 

(1) Sub Bidang Penagiban berada d i bawab dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Bidang. 

(2) Sub Bidang Penagiban d ip imp in oleb Kepala Sub Bidang. 



Pasal 25 

(1) Sub Bidang Penagiban mempunya i tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang 
Pajak Daerab yang terkai t dengan penagiban. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. meny iapkan baban dan melaksanakan perencanaan program dan kegiatan 

Sub bidang Penagiban; 
b. menyiapkan baban dan melaksanakan penyusunan kebi jakan teknis l ingkup 

Penagiban; 
c. melaksanakan kegiatan penjemputan pembayaran Pajak Daerab; 
d. melaksanakan koordinasi da lam kegiatan penagiban; 
e. meny iapkan baban dan melaksanakan kegiatan penagiban atas p iu tang 

Pajak Daersib; 
f. melaksanakan penel i t ian dan verif ikasi terbadap permobonan keberatan dan 

rest i tus i Wajib Pajak; 
g. me lakukan pemeriksaan terbadap berkas permobonan wajib pajak terkai t 

keberatan dan rest i tus i Wajib Pajak; 
b. meny iapkan berita acara dan menyusun laporan basi l pemeriksaan terkai t 

keberatan dan rest i tus i Wajib Pajak; 
i . menfasi l i tasi penyelesaian keberatan dan rest i tus i ketetapan Pajak Daerab; 

j . meny iapkan baban dan menerb i tkan surat keputusan kepala Badan tentang 
persetujuan a tau penolakan atas keberatan dan pemberian rest i tus i ; 

k. melaksanakan perb i tungan terbadap besarnya denda adminis t ras i Pajak 
Daerab; dan 

1. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleb Kepala Bidang sesuai dengan 
tugas pokok dan fungsinya. 

BAB V 
BIDANG PENDAPATAN 

Bagian Kesa tu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 26 

(1) Bidang Pendapatan berada d i bawab dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Badan. 

(2) Bidang Pendapatan d ip imp in oleb Kepada Bidang. 

Pasal 2 7 

Bidang Pendapatan melaksanakan sebagian tugas Badan yang me l iput i Pembukuan, 
serta Pengembangan dan Pengendalian. 

Pasal 28 

Bidang Pendapatan da lam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalam Pasal 
27,menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan kebi jakan teknis , pelaksanaan tugas d u k u n g a n teknis, 

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas d u k u n g a n teknis , serta pembinaan 
teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Pembukuan; 

b. penyusunan kebi jakan teknis , pelaksanaan tugas dukungan teknis, 
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas d u k u n g a n teknis , serta pembinaan 
teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Pengembangan dan Pengendalian; dan 

c. pelaksanaan fungsi la in yang d iber ikan oleb Kepala Badan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 



Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 29 

Bidang Pendapatan terd i r i dar i : 
a. Sub Bidang Pembukuan; dan 
b. Sub Bidang Pengembangan dan Pengendalian. 

Bagian Ketiga 
Sub Bidang Pembukuan 

Pasal 30 

(1) Sub Bidang Pembukuan berada d i bawab dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Bidang. 

(2) Sub Bidang Pembukuan d ip imp in oleb Kepala Sub Bidang. 

Pasal 31 

(1) Sub Bidang Pembukuan mempunya i tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang 
Pendapatan yang terka i t dengan pembukuan . 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. meny iapkan baban dan melaksanakan perencanaan program dan kegiatan 

Subbidang Pembukuan; 
b. meny iapkan baban dan melaksanakan penyusunan kebi jakan teknis l ingkup 

Pembukuan; 
c. melaksanakan admin is t ras i pener imaan pendapatan daerab; 
d. melaksanakan penatausabaan dan pener imaan daerab dar i pendapatan asl i 

daerab; 
e. meny iapkan baban dan menyusun target penerimaan pendapatan asli 

daerab; 
f. melaksanakan moni tor ing , evaluasi, pelaporan dan pengendalian penerimaan 

pendapatan daerab; 
g. melaksanakan koordinasi dengan ins tans i terkai t ; 
b. melaksanakan penatausabaan pajak daerab dan pencatatan penerimaan dar i 

dana per imbangan dan sumber pendapatan la innya yang sab; 
i . melaksanakan penatausabaan p iu tang Pajak Daerab; 

j . me laksanakan usu lan pengbapusan p iu tang Pajak Daerab; dan 
k. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleb Kepala Bidang sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Bagian Keempat 
Sub Bidang Pengembangan dan Pengendalian 

Pasal 32 

(1) Sub Bidang Pengembangan dan Pengendalian berada d i bawab dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bidang. 

(2) Sub Bidang Pengembangan dan Pengendalian d ip imp in oleb Kepala Sub Bidang. 



Pasal 33 

(1) Sub Bidang Pengembangan dan Pengendalian mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Bidang Pendapatan yang terkai t dengan pengembangan dan 
pengendalian. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. meny iapkan baban dan menyusun rencana, program, dan kegiatan Sub 

Bidang Pengembangan dan Pengendalian; 
b. meny iapkan baban dan melaksanakan penyusunan kebi jakan teknis l ingkup 

Pengembangan dan Pengendalian; 
c. meny iapkan baban dan melaksanakan pembinaan teknis pemungutan 

Pendapatan Asl i Daerab; 
d. menyiapkan baban dan melaksanakan penyusunan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) teknis p u n g u t a n Pajak Daerab 
e. meny iapkan baban dan melaksanakan sosialisasi Pajak Daerab kepada Wajib 

Pajak; 
f. meny iapkan dan melaksanakan pengembangan potensi Pajak Daerab; 
g. menyiapkan baban dan melaksanakan pemeriksaan Pajak Daerab sesuai 

dengan ke tentuan yang ber laku; 
b. meny iapkan baban dan melaksanakan pemantauan serta moni tor ing 

terbadap obyek Pajak Daerab; 
i . meny iapkan baban dan melaksanakan perforasi benda-benda berbarga; 

j . menyiapkan baban dan melaksanakan Intensi f ikasi dan Ekstensif ikasi Pajak 
Daerab; 

k. melaksanakan analisa dan penyusunan kebi jakan Pajak Daerab; 
1. melaksanakan pengembangan Sistem Informasi Pendapatan; dan 
m. melaksanakan tugas l a in yang d iber ikan oleb Kepala Bidang sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya. 

BAB VI 
BIDANG ANGGARAN 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 34 

(1) B idang Anggaran berada d i bawab dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 
(2) Bidang Anggaran d ip imp in oleb Kepada Bidang. 

Pasal 35 

Bidang Anggaranmelaksanakan sebagian tugas Badan yang me l iput i Perencanaan, 
Penyusunan Anggaran, serta Pembiayaan dan Evaluasi Anggaran. 

Pasal 36 

Bidang Anggaran da lam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalam Pasal 
35, menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan kebi jakan teknis , pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, 

evaluasi, dan pelaporan tugas d u k u n g a n teknis , serta pembinaan teknis 
penyelenggaraan fungsi penunjang Perencanaan; 

b. penyusunan kebi jakan teknis, pelaksanaan tugas d u k u n g a n teknis, pemantauan, 
evaluasi, dan pelaporan tugas d u k u n g a n teknis, serta pembinaan teknis 
penyelenggaraan fungsi penunjangPenyusunan Anggaran; 



c. penyusunan kebi jakan teknis , pelaksanaan tugas d u k u n g a n teknis, pemantauan, 
evaluasi, dan pelaporan tugas d u k u n g a n teknis , serta pembinaan teknis 
penyelenggaraan fungsi penunjang Pembiayaan dan Evaluasi Anggaran; 

d. pelaksanaan fungsi la in yang d iber ikan oleb Kepala Badan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 3 7 

Bidang Anggaran terd i r i dar i : 
a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran; 
b. Sub Bidang Penyusunan Anggaran; dan 
c. Sub Bidang Pembiayaan dan Evaluasi Anggaran. 

Bagian Ketiga 
Sub Bidang Perencanaan Anggaran 

Pasal 38 

(1) Sub Bidang Perencanaan Anggaran berada d i bawab dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang. 

(2) Sub Bidang Perencanaan Anggaran d ip imp in oleb Kepala Sub Bidang. 

Pasal 39 

(1) Sub Bidang Perencanaan Anggaran mempunya i tugas melaksanakan sebagian 
tugas Bidang Anggaran yang terka i t dengan perencanaan anggaran. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. menyusun rancangan kebijakam u m u m anggaran (KUA), serta pr ior i tas dan 

plafon anggaran sementara (PPAS); 
b. menyusun pedoman dan pe tun juk teknis Rencana Kerja dan Anggaran 

Satuan Kerja Perangkat Daerab (RKA-SKPD) 
c. melaksanakan verif ikasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerab (RKA-SKPD); 
d. menyusun rencana belanja t idak terduga dan belanja transfer; dan 
e. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleb kepala bidang sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Bagian Keempat 
Sub Bidang Penyusunan Anggaran 

Pasal 4 0 

(1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran berada d i bawab dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang. 

(2) Sub Bidang Penyusunan Anggaran d ip imp in oleb Kepala Sub Bidang. 

Pasal 41 

(1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunya i tugas melaksanakan sebagian 
tugas Bidang Anggaran yang t e rka i t dengan perencanaan anggaran. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. menyusun Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerab; 
b. menyusun Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab (APBD); 



c. meny iapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah; 

d. menyusun rancangan Peraturan Bupa t i tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerab (APBD); 

e. melaksanakan verif ikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerab Satuan Kerja Perangkat Daerab (DPA-SKPD); 
dan 

f. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleb Kepala Bidang sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

Bagian Ke l ima 
Sub Bidang Pembiayaan dan E>valuasl Anggaran 

Pasal 42 

(1) Sub Bidang Pembiayaan dan Evaluasi Anggaran berada d i bawab dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 

(2) Sub Bidang Pembiayaan dan Evaluasi Anggaran d ip imp in oleb Kepala Sub 
Bidang. 

Pasal 43 

(1) Sub Bidang Pembiayaan dan Evaluasi Anggaran mempunya i tugas 
melaksanakan sebagian tugas Bidang Anggaran yang terkai t dengan pembiayaan 
dan evaluasi anggaran. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. menyiapkan baban penyusunan perencanaan penerimaan dan pengeluaran 

pembiayaan dan evaluasi anggaran; 
b. menyiapkan baban perumusan dan pelaksanaan kebi jakan teknis 

pembiayaan dan evaluasi anggaran; 
c. menyiapkan analisis pembiayaan dan evaluasi anggaran; dan 
d. melaksanakan tugas l a in yang d iber ikan oleb Kepala Bidang sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

BAB VI I 
BIDANG AKUNTANSI DAN PERBENDAHARAAN 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 44 

(1) Bidang Akuntans i dan Perbendaharaan berada d i bawab dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Badan. 

(2) Bidang Akun tans i dan Perbendaharaan d ip imp in oleb Kepada Bidang. 

Pasal 45 

Bidang Akuntans i dan Perbendaharaan melaksanakan sebagian tugas Badan yang 
me l iput i akun tans i dan pelaporan, perbendaharaan, dan kas daerab. 



Pasal 46 

Bidang Akun tans i dan Perbendaharaan da lam melaksanakan tugas sebagaimana 
d imaksud da lam Pasal 45, menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan kebi jakan teknis, pelaksanaan tugas d u k u n g a n teknis, pemantauan, 

evaluasi, dan pelaporan tugas d u k u n g a n teknis , serta pembinaan teknis 
penyelenggaraan fungsi penunjang akun tans i dan pelaporan; 

b. penyusunan kebi jakan teknis , pelaksanaan tugas d u k u n g a n teknis, pemantauan, 
evaluasi, dan pelaporan tugas d u k u n g a n teknis , serta pembinaan teknis 
penyelenggaraan fungsi penunjang perbendaharaan; 

c. penyusunan kebi jakan teknis, pelaksanaan tugas d u k u n g a n teknis, pemantauan, 
evaluasi, dan pelaporan tugas d u k u n g a n teknis , serta pembinaan teknis 
penyelenggaraan fungsi penunjang kas daerab; dan 

d. pelaksanaan fungsi la in yang d iber ikan oleb Kepala Badan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 4 7 

Bidang Bidang Akuntans i dan Perbendaharaan terd i r i dar i : 
a. Sub Bidang Akun tans i dan Pelaporan; 
b. Sub Bidang Perbendaharaan Daerab; dan 
c. Sub Bidang Kas Daerab. 

Bagian Ketiga 
Sub Bidang Akuntans i dan Pelaporan 

Pasal 48 

(1) Sub Bidang Akun tans i dan Pelaporan berada d i bawab dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang. 

(2) Sub Bidang Akun tans i dan Pelaporan d ip imp in oleb Kepala Sub Bidang. 

Pasal 49 

(1) Sub Bidang Akun tans i dan Pelaporan mempunya i tugas melaksanakan sebagian 
tugas Bidang Akun tans i dan Perbendaharaan yang terkai t dengan akuntans i dan 
pelaporan. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. meny iapkan baban penyusunan pedoman teknis pelaksanaan akuntans i dan 

pelaporan keuangan daerab; 
b. menyiapkan dan melaksanakan proses akun tans i keuangan daerab sebagai 

baban penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerab (APBD); 

c. melaksanakaan rekonsi l iasi laporan keuangan dalam rangka penyusunan 
laporan keuangan daerab; 

d. melaksanakan pembinaan da lam rangka penyusunan laporan keuangan 
pemer intah daerab dan laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerab (APBD); 

e. meny iapkan baban u n t u k penyusunan laporan keuangan pemerintah daerab 
dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerab (APBD); 



f. melaksanakan koordinasi atas tanggapan Laporan Hasi l Pemeriksaan Badan 
Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK) terhadap Laporan Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja daerab (APBD); dan 

g. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleb Kepala Bidang sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

Bagian Keempat 
Sub Bidang Perbendaharaan Daerah 

Pasal 50 

(1) Sub Bidang Perbendaharaan Daerab berada d i bawab dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang. 

(2) Sub Bidang Perbendaharaan Daerab d ip imp in oleb Kepala Sub Bidang. 

Pasal 51 

(1) Sub Bidang Perbendaharaan Daerab mempunya i tugas melaksanakan sebagian 
tugas Bidang Akuntans i dan Perbendaharaan yang terka i t dengan 
perbendaharaan daerab. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. menyusun Surat Penyediaan Dana (SPD) perangkat daerab; 
b. melaksanakan registrasi atas Surat Perintab Membayar; 
c. melaksanakan penel i t ian dan pengujian atas kelengkapan dan kebenaran 

Surat Perintab Membayar (SPM) dan Surat Perintab Pencairan Dana (SP2D); 
d. menerb i tkan Surat Perintab Pencairan Dana dan Register Surat Perintab 

Pencairan Dana sebagai dasar pencairan dana; 
e. melaksanakan pengelolaan gaji Aparatur Sipi l Negara (ASN); 
f. melaksanakan pengesaban belanja atas penerimaan d i luar Rekening Kas 

U m u m Daerab (RKUD); 
g. melaksanakan rekonsi l iasi atas pemungutan , pemotongan dan menyetorkan 

potongan gaji pegawai, Apara tur Sipi l Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipi l 
Negara (ASN); 

b. melaksanakan rekonsi l iasi atas Data Transaksi Har ian (DTH) dan Realisasi 
Transaksi Har ian (RTH) atas belanja daerab; 

i . melaksanakan pembinaan perbendaharaan daerab; 
j . me laksanakan p iu tang dan u tang daerab yang t i m b u l ak ibat pengelolaan kas, 

pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerab sebagai 
opt imal isasi kas; 

k. melaJkukan koordinasi , fasi l itasi, asistensi, s inkronisasi , supervisi, 
mon i to r ing dan evaluasi pengelolaan dana per imbangan dan dana transfer 
la innya; 

1. melaksanakan evaluasi dan verif ikasi atas laporan pertanggungjawaban 
keuangan; dan 

m. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleb Kepala Bidang sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

Bagian Ke l ima 
Sub Bidang Kas Daerah 

Pasal 52 

(1) Sub Bidang Kas Daerab berada d i bawab dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Bidang. 

(2) Sub Bidang Kas Daerab d i p imp in oleb Kepala Sub Bidang. 



Pasal 53 

(1) Sub Bidang Kas Daerab mempunya i tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang 
Akun tans i dan Perbendaharaan yang terkai t dengan kas daerab. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. melaksanaan pembukuan pener imaan dan pengeluaran har ian kas daerab; 
b. melaksanakan rekonsi l iasi penerimaan kas daerab dengan bank yang 

d i t u n j u k ; 
c. melaksanakan penatausabaan, rekonsi l iasi dan verif ikasi data penerimaan 

dana per imbangan dan pendapatan la innya yang sab; 
d. meny iapkan adminis tras i penempatan dana kas daerab; 
e. melaksanakan pengelolaan sisa lebib perb i tungan anggaran t a b u n 

sebelumnya; 
f. melaksanakan verif ikasi b u k t i - b u k t i penerimaan dan pengeluaran kas 

daerab; dan 
g. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleb Kepala Bidang sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

BAB VI I I 
BIDANG PENGELOLAAN BARANG MIL IK DAERAH 

Bagian Kesa tu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 54 

(1) Bidang Pengelolaan Barang Mi l i k Daerab berada d i bawab dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Badan. 

(2) Bidang Pengelolaan Barang Mi l i k Daerab d ip imp in oleb Kepada Bidang. 

Pasal 55 

Bidang Pengelolaan Barang Mi l i k Daerab melaksanakan sebagian tugas Badan yang 
me l iput i Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan, Pengamanan, Pemanfaatan dan 
Pemindahtanganan, serta Penatausabaan. 

Pasal 56 

Bidang Pengelolaan Barang Mi l i k Daerab da lam melaksanakan tugas sebagaimana 
d imaksud da lam Pasal 55, menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan kebi jakan teknis, pelaksanaan tugas d u k u n g a n teknis, pemantauan, 

evaluasi, dan pelaporan tugas d u k u n g a n teknis , serta pembinaan teknis 
penyelenggaraan fungsi penunjang Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan; 

b. penyusunan kebi jakan teknis , pelaksanaan tugas d u k u n g a n teknis, pemantauan, 
evaluasi, dan pelaporan tugas d u k u n g a n teknis , serta pembinaan teknis 
penyelenggaraan fungsi penunjang Pengamanan, Pemanfaatan dan 
Pemindahtanganan; 

c. penyusunan kebi jakan teknis, pelaksanaan tugas d u k u n g a n teknis, pemantauan, 
evaluasi, dan pelaporan tugas d u k u n g a n teknis , serta pembinaan teknis 
penyelenggaraan fungsi penunjang penatausabaan; dan 

d. melaksanakan fungsi l a in yang d iber ikan oleb Kepala Badan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 



Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 57 

Bidang Pengelolaan Barang Mi l i k Daerah te rd i r i dar i : 
a. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan; 
b. Sub Bidang Pengamanan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan; dan 
c. Sub Bidang Penatausabaan. 

Bagian Ketiga 
Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan 

Pasal 58 

(1) Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan berada d i bawab dan 
bertanggung j awab kepada Kepala Bidang. 

(2) Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan d ip imp in oleb Kepala Sub 
Bidang. 

Pasal 59 

(1) Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan mempunya i tugas 
melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Barang Mi l ik Daerab yang 
terkai t dengan perencanaan k e b u t u h a n dan pengadaan. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. mengb impun usu lan rencana kebu tuhan barang m i l i k daerab yang d ia jukan 

oleb Perangkat Daerab; 
b. menyusun dokumen perencanaan pengadaan barang mi l i k daerab; 
c. menyusun dokumen perencanaan pemel ibaraan barang m i l i k daerab; 
d. menyusun dokumen perencanaan pemanfaatan barang mi l i k daerab; 
e. menyusun dokumen perencanaan pemindahtanganan barang m i l i k daerab; 
f. menyusun dokumen perencanaan pengbapusan barang m i l i k daerab; 
g. meny iapkan dokumen usu l an rencana k e b u t u h a n barang m i l i k daerab; 
b. menyusun dokumen standar barang dan standar kebu tuhan barang m i l i k 

daerab; 
i . menyusun dokumen standar barga barang; 

j . melaksanakan pembinaan, mon i to r ing dan evaluasi atas perencanaan 
kebu tuhan barang m i l i k daerab; dan 

k. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleb Kepala Bidang sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

Bagian Keempat 
Sub Bidang Pengamanan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan 

Pasal 60 

(1) Sub Bidang Pengamanan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan berada d i bawab 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 

(2) Sub Bidang Pengamanan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan d ip imp in oleb 
Kepala Sub Bidang. 



Pasal 61 

(1) Sub Bidang Pengamanan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan mempunya i 
tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Barang Mi l ik Daerab 
yang terkai t dengan pengamanan, pemanfaatan dan pemindahtanganan. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. melaksanakan pengamanan barang m i l i k daerab; 
b. melaksanakan verif ikasi terbadap barang m i l i k daerab; 
c. melaksanakan proses pemindahtanganan barang m i l i k daerab; 
d. melaksanakan proses pemanfaatan barang m i l i k daerab; 
e. melaksanakan t indakan penjualan, pemusnaban dan b ibab barang m i l i k 

daerab atas usu lan dar i perangkat daerab; 
f. menel i t i dokumen usu lan dan pelaksanaan pengbapusan barang m i l i k 

daerab; 
g. melaksanakan pembinaan, moni tor ing dan evaluasi atas pelaksanaan 

pengamanan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang mi l i k daerab 
pada Perangkat Daerab; dan 

b. melaksansikan tugas l a in yang d iber ikan oleb Kepala Bidang sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

Bagian Ke l ima 
Sub Bidang Penatausahaan 

Pasal 62 

(1) Sub Bidang Penatausabaan berada d i bawab dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bidang. 

(2) Sub Bidang Penatausabaan d ip imp in oleb Kepala Sub Bidang. 

Pasal 63 

(1) Sub Bidang Penatausabaan mempunya i tugas melaksanakan sebagian tugas 
Bidang Pengelolaan Barang Mi l i k Daerab yang terka i t dengan Penatausabaan. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. melaksanakam pembukuan barang m i l i k daerab; 
b. melaksanakan inventarisasi barang m i l i k daerab; 
c. mengb impun dan me lakukan pencatatan basi l peni la ian barang m i l i k daerab; 
d. melaksanakan rekonsi l iasi da lam rangka penyusunan laporan barang m i l i k 

daerab 
e. membuat laporan barang m i l i k daerab secara periodik; 
f. mengusu lkan pengbapusan barang m i l i k daerab dar i daftar barang m i l i k 

daerab; 
g. melaksanakan penaksiran atas rencana pemindahtanganan dan rencana 

pemanfaatan barang m i l i k daerab; 
b. melaksanakan pembinaan, moni tor ing , dan evaluasi atas penatausabaan 

barang m i l i k daerab pada Perangkat Daerab; dan 
i . melaksanakan tugas la in da r i Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 



BAB IX 

K E L O M P O K JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 64 
(1) Pejabat fungsional berkedudukan dibawab dan bertanggung jawab secara 

langsung kepada pejabat p imp inan tinggi pratama, pejabat administrator , atau 
pejabat pengawas yang memi l i k i keterkai tan dengan pelaksanaan tugas Jabatan 
Fungsional (JF). 

(2) Pejabat fungsional memi l i k i tugas member ikan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keabl ian dan keterampi lan ter tentu . 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional t e rd i r i dar i : 
a. pejabat fungsional keabl ian; dan 
b. pejabat fungsional ke t rampi lan . 

(4) Kelompok j aba tan fungsional sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dapat 
d ikoord in i r oleb seorang tenaga fungsional senior yang d i t u n j u k d iantara tenaga 
fungsional. 

(5) J u m l a b tenaga fungsional sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i tetapkan 
sesuai k ebu tuban dan beban kerja. 

B A B X 
UPT BADAN 

Pasal 65 

(1) Pada Badan dapat d iben tuk UPT Badan u n t u k melaksanakan kegiatan teknis 
operasional a tau kegiatan teknis penunjang te r tentu . 

(2) Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi , Susunan Organisasi, serta Tata 
Kerja UPT Badan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i te tapkan dengan 
Peraturan Bupa t i tersendir i . 

BAB X I 
TATA K E R J A 

Pasal 66 

Dalam ba l Kepala Badan berbalangan melaksanakan tugasnya, tugas Kepala Badan 
d i laksanakan oleb Pejabat yang d i t u n j u k oleb Bupat i . 

Pasal 6 7 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap p imp inan u n i t kerja dan kelompok 
jaba tan fungsional wajib menerapkan pr ins ip koordinasi , integrasi dan 
s inkronisasi ba ik da lam l ingkungan masing-masing m a u p u n an tar u n i t kerja d i 
l ingkungan organisasi perangkat daerab serta dengan instansi Iain d i luar 
organisasi perangkat daerab sesuai dengan tugas masing-masing. 

(2) Setiap p imp inan u n i t kerja wajib mengawasi bawabannya masing-masing dan 
bi la terjadi penyimpangan agar mengambi l langkab- langkab yang d iper lukan 
sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ber laku. 

(3) Setiap p imp inan u n i t kerja bertanggung jawab memimp in dan 
mengoordinasikan bawabannya masing-masing dan member ikan b imbingan 
serta pe tun juk-pe tun juk bagi pelaksanaan tugas bawaban. 

(4) Setiap p imp inan u n i t kerja waj ib meng ikut i dan mematub i pe tun juk-pe tun juk 
dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan 
laporan berkala tepat pada waktunya . 



(5) Setiap laporan yang d i ter ima oleh p imp inan dar i bawahan, wajib diolab dan 
d ipergunakan sebagai baban u n t u k penyusunan laporan lebib lan jut dan u n t u k 
member ikan pe tun juk-pe tun juk kepada bawaban. 

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan 
laporan wajib d isampaikan pu la kepada organisasi perangkat daerab la in yang 
secara fungsional mempunya i b u b u n g a n kerja. 

(7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap p imp inan u n i t kerja d ibantu oleb kepala 
u n i t kerja d i bawabnya dan dalam rangka pemberian b imbingan kepada 
bawaban masing-masing wajib mengadakan rapat berkala. 

BAB X I I 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 68 

S t r u k t u r Organisasi Badan Keuangan Daerab sebagaimana te rcantum dalam 
Lampiran dan merupakan bagian yang t idak terp isabkan dar i Peraturan Bupat i i n i . 

BAB X I I I 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 69 

Pada saat Peraturan Bupa t i i n i m u l a i ber laku, maka Pelaksanaan tugas dan 
fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerab Kahupaten Pacitan tetap 
d i laksakan oleb Pejabat yang ada herpedoman pada Peraturan Bupa t i Nomor 76 
Tabun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan 
Dan Aset Daerab Kahupaten Pacitan dan Peraturan Bupat i Nomor 77 Tabun 2016 
tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Badan Pendapatan Daerab Kahupaten 
Pacitan sampai dengan d i l an t iknya Pejabat yang ba ru berdasarkan Peraturan Bupa t i 
i n i . 

BAB X IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 70 

Pada saat Peraturan Bupa t i i n i m u l a i ber laku, maka: 
a. Peraturan Bupa t i Nomor 76 Tabun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerab Kabupaten Pacitan; dan 
b. Peraturan Bupa t i Nomor 77 T a b u n 2016 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 

Badan Pendapatan Daerab Kahupaten Pacitan; 
d icabut dan d inyatakan t idak ber laku. 



Pasal 71 

Peraturan Bupa t i i n i mu l a i ber laku pada tanggal d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetabuinya, memer in tabkan pengundangan Peraturan Bupa t i 
i n i dengan penempatannya da lam Beri ta Daerab Kabupaten Pacitan. 

Ditetapkan di Pacitan 
Pada tanggal 8 - 10 - 2021 

BUPATI PACITAN 

ttd 

INDRATA NUR BAYUAJI 

Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal 8 Oktober 2021 

S E K R E T A R I S DAERAH 
KABUPATEN PACITAN 

ttd 

H E R U WIWOHO SP 

B E R I T A DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 154 

mgan asimya 
i n Hoimim, 

• ^ S E K R £ T A R l A T / A £ R A h j - > . 

ANTORO, SH., M.Si 
t Pembina c 1 

NIPrT98=11214 200501 1 004 



9 
LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 153 TAHUN 2021 
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI , SUSUNAN ORGANISASI , S E R T A TATA K E R J A BADAN KEUANGAN D A E R A H KABUPATEN 
PACITAN. 

Bidang Pajak Daerah 

Sub Bidang Pendataan dan 
Pendaftaran 

Sub Bidang Penetapan 

Sub Bidang Penagihan 

S T R U K T U R ORGANISASI BADAN KEUANGAN D A E R A H KABUPATEN PACITAN 

KEPALA BADAN 

T 
Bidang Pendapatan 

Sub Bidang Pembukuan 

Sub Bidang Pengembangan 
dan Pengendalian 

,suai dengan ^ s l i n y a 
u m , 

DENI Ci^HYANTQRO. SH.. M.Si 
c I ^ Pembina 

NIP. 1981 1214 200501 1 004 

T : 

Bidang Anggaran 

Sub Bidang Perencanaan 
Anggaran 

Sub Bidang Penyusunan 
Anggaran 

Sub Bidang Pembiayaan 
dan Evaluasi Anggaran 

SEKRETARIAT 

Sub Bagian Umum 
dan Kepegawaian 

Sub Bagian Keuangan 

T 
Bidang Akuntansi dan 

Perbendaharaan 

Sub Bidang Akuntansi dan 
Pelaporan 

Sub Bidang Perbendaharaan 
Daerab 

Sub Bidang Kas Daerab 

UPT Badan 

Sub Bagian Program, 
Evaluasi dan Pelaporan 

Bidang Pengelolaan 
Barang Mil ik Daerab 

Sub Bidang Perencanaan 
Kebutuban dan Pengadaan 

Sub Bidang Pengamanan, 
Pemanfaatan dan 

Pemindahtanganan 

Sub Bidang Penatausabaan 

BUPATI PACITAN 

ttd 

INDRATA NUR BAYUAJI 


